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PENYERAHAN LHT, BPK RI untuk Pemda Bonbol saat berlangsung di Auditorium BPK RI, Jumat (18/12) kemarin. foto (riel/rg)

BPK Temukan Masalah di Pemprov dan Pohuwato

GORONTALO (RAGORO) -
D1 luar belanja penanganan Covid-
10, BPK menemukan 3 hal belanja
barang dan jasa, belanja hibah dan
belanja modal tahun anggaran 2020
Januari-Oktober, pada pemerintah
provinsi Gorontalo bermasalah.
Tiga hal tersebut, seperti diungkap-
kan olch kepala BPK RI Dwi
Sabardiana, perlu mendapat perhat-
ian Pemprov, yakni pertanggung
jawaban belanja barang dan jasa
tidak sesuai kondisi senyata pada
19 organisasi perangkat dacrah
scbesar Rp580,72 juta.

Kemudian kekurangan volum
pada pelaksanaan kegiatan penyedi-
aan rumah hunian layak bagi
masyarakat miskin
Rp179.72 juta, serta keku-
rangan volume atas pcker-

jaan belanja modal pada
dinas pckerjaan umum dan
penataan ruang dan dinas
perikanan dan kelauvatan
Rp487.57 juta.

Diambil dari: Harian Rakyat Gorontalo, Sabtu 19 Desember 2020
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Dan berdasarkan pemerik-
saan BPK atas pengelolaan
SPBE menunjukan adanya
permasalahan yang dapat
mempengaruhi efektivitas
pemenintah tahun anggaran
2019/2020 (semester 1)
pada pemerintah kabupaten
Pohuwato dan instansi
terkait lainnya di Marisa.
Permasalahan tersebut an-
tara lain, belum sepenuhnya
menyediakan jaringan intra
pemerintah yang memadai
untuk mendukung penera-
pan dan pengembangan
SPBE. Belum sepenuhnya
merencanakan, mengem-
bangkan, dan memanfaatkan
aplikasi untuk mendukung
pencrapan SPBE dan belum
melaksanakan pemantauan
dan evaluasi penyeleng-
garaan SPBE yang teren-
cana dan periodik. (riel)



